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ABSTRAK 

Seiring berkembangnya zaman banyak sekali pernikahan yang tidak menggunakan 
pernikahan adat, namun hanya mengunakan resepsi pernikahan biasa sehingga muncul 
adanya anak Batak tanpa marga yang disebabkan oleh pernikahan perempuan Batak dengan 
suku lainnya. Pernikahan ini menimbulkan ketidakadanya pewarisan marga pada anak 
keturunannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis 
kedudukan anak perempuan menurut Peraturan Mahkamah Agung No.179 K/SIP/1961 dan 
petua adat, 2) Bagaimana pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba pada anak (ahli waris ) 
tanpa marga di Kota Medan.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis dengan 
berdasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 
dengan Bapak Sahrudin, Ibu Siti Oloan Silitonga, dan Bapak Gunawan Sidabutar. 
Pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan buku, jurnal, peraturan perundang-
undangan, dan ebook. 
Hasil penelitian ini kedudukan perempuan dan laki-laki sama berdasarkan Keputusan 
Mahkamah Agung No. 179 K/SIP/1961 dan berhak mendapatkan harta waris yang sama 
rata, sedangkan menurut petua adat Batak Toba kedudukan perempuan lebih rendah dari 
laki-laki terutama pada pembagian harta waris Batak Toba. Selain itu, pada anak tanpa 
marga dapat memperoleh kewarisannya jika melalui proses mangain, akan tetapi anak 
hanya mendapatkan warisan dari orang tuanya dan bukan dari kakek ataupun neneknya. 
Kesimpulannya adalah jika pewarisan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 179 
K/SIP/1961 maka harta benda dapat dibagi rata, sedangkan jika berpedoman pada hukum 
waris adat Batak, maka hanya laki-laki yang mendapatkan harta waris orang tuanya 
sedangkan perempuan tidak.  
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk pewarisan Adat Batak Toba juga 
mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Agung No. 179 K/SIP/1961 yang menyatakan 
bahwa pewarisan anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dan dibagi 
secara rata. Selain itu untuk anak tanpa marga juga memiliki perlakuan yang sama dan juga 
dipertimbangan untuk adanya putusan untuk mengatur pembagian anak tanpa marga di 
adat Batak. 
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